
 

 

 

 
 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR 33 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
 

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah dapat diberikan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai 
remunerasi dalam rangka peningkatan kinerja; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Polewali Mandar; 

Mengingat  : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 
 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4422); 
 

  
 

  

SALINAN 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi 
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian Insentif; 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

 

11. Peraturan Daerah Nomor  1  Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar 

(Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 
Tahun 2008); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL KEPALA DAERAH. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali 

Mandar. 
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

 

 
 



BAB II 
TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN  

WAKIL KEPALA DAERAH 

Pasal 2 

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena tugas dan 

tanggung jawabnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah diberikan tunjangan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah.  

(2) Besarnya tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan 
keuangan daerah dengan memperhatikan hasil validasi nilai 
jabatan dan kelas jabatan sekretaris daerah Kabupaten 

Polewali Mandar dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibayarkan setiap bulan. 

Pasal 3 

 
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak diberikan insentif 

pemungutan pajak dan retribusi daerah. 

 
BAB III 

PENGANGGARAN DAN PENGELUARAN 
 

Pasal 4 

 Penganggaran pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD pada PPKD Kabupaten 

Polewali Mandar. 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar. 
 

    Ditetapkan di Polewali 
    pada tanggal 22 November 2018 

    BUPATI POLEWALI MANDAR, 
 
 

       ttd             

 
ANDI IBRAHIM MASDAR 

 
 

Diundangkan di Polewali    
pada tanggal 23 November  2018 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 

 
             ttd 

 
     ANDI PARIAL. P 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 33. 

        Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

        Polewali  23 November 2018 
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